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BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

—

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa berdasarkan adanya perubahan asumsi-asumsi
makro Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 yang
antara lain adanya SiLPA Tahun Anggaran tahun 2018
yang mana dana tersebut harus digunakan kembali
untuk pembangunan daerah, adanya DAU tambahan,
dana perimbangan (dana alokasi khusus) yang belum
tertampung dalam APBD murni, adanya hasil evaluasi
pelaksanaan program kegiatan Tahun 2019 sampai
dengan triwulan II dan adanya penajaman prioritas
daerah dan dengan tetap memperhatikan Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;

bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 Pasal 355 ayat (2), bahwa penetapan
rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat minggu
ketiga bulan Juli;

bahwa Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar
penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
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Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai
Utara Tahun 2011 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun
2012 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun
2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita
Daerah Nomor 52 Tahun 2018, Tambahan Berita Daerah
Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
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Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
Peraturan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara disingkat P-RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
P-RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN P-RKPD TAHUN 2019

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 menjadi
pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Perubahan RKPD meliputi perubahan:

a. kerangka ekonomi dan dan keuangan daerah;

b. target sasaran pembangunan daerah;

c. prioritas pembangunan daerah; dan

d. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI : PENUTUP
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Pasal 4
Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tertuang dalam Perubahan
RKPD mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan,

lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang
mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 Juli 2019
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/ TTD
ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD
MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 19.
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